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BAB1

PENDAHULUAN

tersebut, maka pemerintah bersamg rakyat melaksanakan pembangunan dj
segnla bidang baik fisik maupun non fisik. Salah safy bel;mk pembangunan
yang dimaksud adalah pembangunan pengadaan perumahan,

Kebutuhan akan perumahan inj merupakan salah satu kebutuhan pokok
yang terasa sangat mendesak dewasa jpi. Permintaan akan perumahan inj terus
meningkat seiring dengan pertumbuhan  penduduk yang semakin meningka
pula, maka pemerintah Republik Indonesia berusaha semaksimal mungkin
untuk memenuhi  tuntutan masyarakat akan perumahan, Salah satu bentuk
perhatian pemerintah tersebut adalah dengan diundangkannya Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1992 tentang Permukiman. Dj samping (tu pemerintah telah
membangun rumah-rumah sederfiana (RS) dan rumah sangat sederhana (RSS)
dengan fasilitas kredit pemilikan perumahan (KPR) yang tidak lain tujuannya
adalah untuk membantu masyarakat terutama golongan ekonomi lemah agar
dapat pula memperoleh kesempatan untuk memiliki tempat tinggal yang tetap

dan pantas serta memenuh; syarat kesehatan yang minimal.




Walaupun  pemerintah telah memenuhj langkah tersebut, tetapi
kenyatasn di lapangan masih sangat terbatas dan belum mampu mengimbangi
perkembangan pertumbuhan penduduk yang berkembang cukup. pesat. Olehnya
ity peranan pihak swasta dan golongan ekonomi mampu ditmtit untuk turut
serta membanty dalam mengatasi hal tersebut.

Beotuk keilasertasn pihak swasta (pengembang swasta) dalam
menanggulang: masalah ini adalsh dengan diterbitkannya izin dan kepercayaan
yang pemuh kepads pihak swasta untuk melaksa;ml_can pembangunan
pengadaan perumahan di daerah-dasrah yang masyarskatnya dianggap belum
mampu urtuk membuat tempat tinggal sendiri.

Salah satu perusahaan gwasts yang mendapat izin dari pemerintah di
dalam melaksanakan pembangunan perumahan adalah PT. Catur Muda Samata
yang berlokasi di Kabupaten Enrekang. Kehadiran PT. Catur Muda Samgta
tersebut, merupakan wujud perhatian pemerintah di dalam memenuhi salah
saftu tuntutan masyarskat yang berkembang selama ini. Namwm setring dengan
tuntutan  tersebut, terkadang muncul masalah fudum yang terkadang
melahirkan  konflik horizontal antara pihak pengguna dengan pihak
pengembang seperti dalam hal pengalihan haknya.

Pengaliban hak atas tanah termasuk bangunan yang ada dj atasnya di
kompleks perumahan Pinang Permai dj Kabupaten Enrekang sampai saat inj

masih cukup merisankan para pengguna dan pihak pengembang sebagai
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s
pengelola perusshaan perumahan, karena kedua belah pihak te;qégutterkadang

\

lalai dari isi perjanjian yang telah disepakati bersama. | ,

Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka peranaﬁ aturan hukum
dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat sangat
dibutuhkan agar apa yang menjadi kekhawatiran tidak terjadi.

Jika terjadi ketidakjelasan mengenai pengalihan hak dan bentuk hak
yang dialihkan tentu saja mengganggu proses tertib pertanshan. Padahal
sebagai pengembang yang melaksanakan proyek dalam’ skala besar unfuk
memenuwn perumahan rakyat, seyogyanya masalah pengalihan hak kepada
pengguna dari perumahan tersebut dapat memunjang tertib pertanahan

dimaksud.

Rimusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di
atas, maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pelaksanaan pengalihan hak atas tanah antara Pengembang
dengan Pengguna?
2. Bagaimanakah penyelesaian kasus pengalihan hak atas tanzh antara

Pengembang dengan Pengguna?
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Tujuan dan Kegimaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengalihan hak atas tanah antara
Pengembang dengan Pengguna
2. Untuk mengetahui penyelesaian kasus pengalihan hak atas tanah

antara Pengembang dergan Pengguna

132 Kegunaan Penclitian

1. Hasil penelitian ini, nantinya diharapkan untuk.memberi masukan
kepada seluruh pihak, khususnya pthak pengembang dengan pihak
pengguna dalam hal pelaksanaan pengalihan hak atas tanah dan
bangunan yang ada di atasnya

2. Merupakan salah saty sumbangsih karya ilmiah hukum keperdataan
guna menambah referensi perpustakaan Unjversitas 45 Makassar
yang menyangkut pengalihan hak atas tanah terhadap perumahan
Pinang Perma;.

3. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi peneliti berikutnya
khususnya yang mengkaji masalah pengalihan hak atas tanah

terhadap perumahan.




BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pielgenianfblgalﬂnnl'lakatasTamh

Jhon Salindeho (1987:36) memberikan pengertian pengalihan hak
sebagai suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindshkan hak atm
barang/benda, bergerak atau tidak bergerak.

Sedangkan menurut Effend; Perangin (1986:1) bahwa pengalihan hak
yaitu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan mj.um agar hak atas
tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan,
Jadi pemindahan hak atas tanah menyebabkan hak atas tanah beralih dari
seseorang kepada orang lain.

Lain halnya dalam Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961
(PMA No. 14 Tahun 1961) tentang Permintaan dan Pemberian Izin
Pemindahan Hak Atas Tanah, untuk pengertian pengalihan hak it digunakan
1stilah pemindahan hak. Pasal 1 PMA No. 14 Tahun 1961, berbuny;

Pemindahan hak adatah Jual beli termasuk pelelangan di muka umum,

penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut

adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk mengalibkan sesuaty
hak atas tanah kepada pihak lain.

Dart pengertian tersebut dj atas, dapat diketahui bahwa pengalihan hak
atas tanah biasa disebut sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan dengan
tujuan agar hak atas tangh berpindah dari yang mengalihkan kepada yang

menerima pengalihannya




Pengalihan hak ity dapat berupa jual beli, hibah, wasiat (sepanjang
mengena: penyerahannya), tukar-menukar, pemisahan dan pembagian harta
bersama/warisan, dan pemasukan harta pokok ke daiam Perseroan Terbatas
(PT).

Jual beli, tukar menukar, dan hibah adajah perbuatan hukum yang
berupa penyerahan tanah hak kepada pihak lain untk selama-lamanya (hak
atas tanah itu berpindah kepada yang menerima penyerahan).

Dalam pengalihan hak atag tanah, oleh peraturan perundang-undangan
ditetapkan bahwa penyelenggaraannya dilakukan pejabat khusus, yaitu Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pejabat ini diangkat oleh Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, setelah melaluj ujian dan
memenuht persyaratan tertentu. Dj samping pejabat tersebut, maka untuk
melaksanakan tugas yang sama para camat/kepala wilayah kecamatan, karena
Jabatannya (ex officio) berfungsi pula sebagai PPAT.

Pengalihan hak atas tanah dilaksanakan dengan mendapat izin dari
instansi yang berwenang. Dalam Pasal 1 avat 4 PMA No. 14 Tahun 1961
disebutkan bahwa;

Pejabat yang mempunyai wewenang untuk memberi keputusan tentang

Permintaan izin pemindahan hak milik, hak guna usaha dan hak guna

bangunan.

Pejabat yang mempunyai wewenang  seperti disebutkan  dalam
ketentuan di atas, ialah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

setempat,




22 Bentuk-bentuk Pengalihan Hak
Guna untuk mempermudah menjawab rumusan masalzh, maka penulis
akan menguraikan secara umunm bentuk-bentuk pengalihan hak yaitu:

Menurut S.R. Nur (1986:4-5), peralihan hak milik atas tanah dan
bangunan yang ada di atasnya dapat terjadi karena beberapa ha! yaitu:

a. Jual Beli
UUPA tidak memberikan penjelasan mengena:  apa  yang
dimaksudkan dengan Jjual beli tanah Tetapi biarpun demikian mengingat
bahwa hukum agraria kita sekarang ini memakaj sistem dan asas-asas
hukum adat, maka pengertian jual beli tanah sekarang berbeda dengan
pengertian jual beli dahuly
Pengertian jual beli tanah dalam huwkm adat merupakan suan
perbuatan hukum yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang
dyualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya dengan  menerima
pembayaran dari si pembeli. Pada waktu pembel; membayar tanuh kepads
penjual, maka sejak it hak atas tanah telah beralih dari penpnai kepada
pembeli. Selanjtmlyé suatu jual beli menurut hukum adat dilakukan di
muka kepala adat atay kepala desa Kepala adat/kepala desa bertindak
sebagai orang yang menjamin tidak adanya suaty pelanggaran hukum yang
berlaku dalam jual-bel; itu, sehingga masyarakat mengaku; sah.
Lain halnya dengan Effendi Perangin (1986:13) memberikan

pengertian jual beli menurut hukum adat vaitu:




Jual beli tanah adalah merupakan hukum yang berupa penyerahan
hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual

kepada pembeli, yang pada saat itu juga meunyerahkan harganya
kepada penjual.

Sedangkan pengertian jual beli tanah menurut bulum Barat (hulum
Perdata), sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata yaity, Jual beli
adalah suatu persetujuan dengan mana pthak yang satu mengikat dirinya
untuk menyerahkan suaty kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar
harga yang telah dijanjikan.

Pasal 1458 menyatakan_ bahwa Jual beli ity disnggap telah terjadi
antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapal kata sepakat
mengenai benda yang dijualbelikan ity serta harganya, biarpun benda
tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar. Akan tetapi
sekalipun jual beli ity dianggap terjadi, namun hak atas tanah belum
berpindah kepada pembeli. Untuk peralihan hak atas tanah ite diperlukan
suatu perbuatan hukum lajp yang disebut “balik nama” oleh pejabat yang
berwenang Dengan adanya akta balik namad i, barulah hak gnlik atas
tanah beralih dari pihak penjual kepada pembel;.

UUPA dengan tegas menghendaki hapusnya “dualisme” dan telah
mengadakan kesatvan hukum dj bidang pertanahan. dengan sendirinya
segala sesuatu perbyatan yang berhubungan dengan tanah termasuk Jual
beli harus didasarkan pada UUPA tersebut dan peraturan pelaksanaannya,

Secara sederhana jual beli memyut UUPA dapat diuraikan sebagaij
berikut:




Calon pembeli dan penjual yang mufakat untuk melaksanakan jual belj
menentukan segala sesuatunya tentang tanah dan harganys

Calon pembeli dan penjual datang sendiri atay memberikan kuasa
kepada orang lain menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT).

Dalam hal tanah yang akan dijual itu belum ada serttfikatnya, maka
diharuskan kehadiran kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa
di samping akan bertindak sebagai saksi, juga menjamin bahwa tanah
yang akan dijual itu adalah hak milik dan ia berhak untuk menjualaya
Dalam hal tanah yang akan dijual itu sudah ada sertifikatnya tidak perly
hadir kepala desa dan anggota pemerintah desa, cukup dihadiri dua (2)
orang sakst. Tetapi apabila PPAT menganggap perfu misalnya jika ada
keraguan tentang hak orang melakukan jual beli itn maks PPAT dapat
meminta kehadiran kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa
dari tempat letak tanzh yang akan dijua ifu.

Kalau tanah yang akan dijual itu sudah ada sertifikatnya, makn penjual
harus menyerahkan sertifikat tersebut kepada PPAT, tetapi kalan belum
ada sertifikamya maka penjual harus menyerahkan surat keterangan
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwx tanah ity
belum dibukukan atau surat pemyataan yang dikuatkan oleh kepala
desa dari tempat tanah yang akan dijual, bahwa tanah tersebut belum

dibukukan. Di samping itu harus pula diserahkan tanda buktt hak milik
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dan surat-surat laimnya yang dianggap perlu. Set:giali""PPAT' !neras
cukup persyaratan dan tidak ada keragu-raguan lagi maka PPAT
membuat akta jual beli tansh tersebut. Penjual dan’ st pembeii
berkewajiban membayar honorarium 1/2% dari harga tanah kepada
PPAT dan 1% dari harga tanah kepada dua orang saksi. Dengan adanya
akta jual beli atas tanah tersebut, maka beralihlah hak milik atas tanah

dan bangunan yang ada di atasnya dari penjual kepada pembeli.

b. Tukar Memsar

Hak atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya dapat juga
beralih/berpindah karena tanah kepunyaan seseorang ditukar dengan tanah
kepunyaan orang lain.

Sebagaimana halnya dengan Jual beli, maks tukar menukar tanah
dan bangiman yang ada di atasnya bukan diartikan scbagai suaty perjanjian
dalam mana seorang pemilik tanah berjanji akan menyerahkannya kepada
pihak lain, tetapi merupakan perbuatan hukum yang berupa hak milik atas
tanah yang bersangkutan kepada pihak yang menukamys, Sebub ity tidak
diatur dalam hukum perjanjian, tetapi dalam Hukum Tanah,

Kalau dalam jual beli ada pembeli yang membayar dengan
sejumlah uang dan penjual menyerahkan tanah hak miliknya, maka dalam
tukar menukar satu pihak yang mempunyai hak milik atas tanah
menukarkan dengan tansh atay barang pihak lain. Jadi tukar memukar

adalah seseorang yang mempunyai hak milik atas tanah ity menyerahkan




tanahnya untuk selama-lamanya kepada orang lain dan sebagai gantinya ia
menerima tanah atau barang lain dari orang yang menerima tanahnya itu.
Dan sejak penyerahan itu, maka hak milik atas tanah yang semula
berpindah kepada pihak lain Dalam tukar-menukar harus pula dilakukan di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan membuat akta tukar-
menukar, yang selanjutnya dengan akta itu didaftarkan kepada kantor

pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat.

. Pewarisan

Peralihan hak atas tanah karena pewarisan terjadi apabila seseorang
mempunyai hak milik atas tanah meningga! dunia, dengan demikian hak
beralih kepada ahli warisnya Ahli waris yang menerima warisan tanah dan
bangunan yang ada di atasnya itu wajib meminta pendaftaran tanah dalam
wakfu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris. Tetapi wakiu 6 bulan
itu dapat diperpanjang oleh Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang
ditunjuk olehnya dengan suatu pertimbangan khusus.

Apabila tanah tersebut merupakan tanah vang telah dibukukan
maka yang harus diserahkan oleh yang menerima hak tersebut kepada
kepala kantor pendaftaran tanah itu, disertai surat wasiat kalan ada, tetapi
kalau tidak ada cukup surat keterangan warisan dari instansi yang

berwenang. Setelah dilakukan pencatatan dalam daftar buku tanah yang

bersangkutan, dan pada sertifikat, lalu sertifikat itu dikembalikan lagi
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kepada pemegang hak milik yang baru menyampaikan surat keterangan
tentang pelunasan pajak sampai meninggalnya pewaris.

Dalam hal tanah diwariskan itu belum dibukukan, maka yang harus
diserahkan oleh ahli waris kepada kepala desa yang membenarkan surat
bukti hak itu dengan dikuatkan oleh kepala kecamatan. Setelah kepala
kantor pendaftaran tanah membukukan peralihan hak itu dalam buku tanah

yang bersangkutan, maka ahli waris ity diberikan sertifikat sementara.

. Penghibahan

Seperti halnya dengan jual beli dan tukar-menukar, maka hibah
tanah pun bukan merupakan perjanjian yang pelaksanaanmya harus
dipenuhi dengan penyerahan haknya secara yuridis kepada pihak yang
menerima hibah, melainkan merupakan perbuatan hukum  yang
menyebabkan beralihnya hak milik atas tanah yang bersanglattan kepada
yang diberi hibah.

Yang dimaksud penghibahan adalah pemberian seseorang kepada
orang lain dengan tidak ada penggantian apapun. Dalam hal penghibahan
hak milik atas tanah, maka orang yang mempunyal hak mnlik 1tu
menyerahkan tanahnya untuk selama-lamanya kepada seseorang dan sejak
it pula hak milik atas tanah telah berpindah kepada yang menerima hibah
1tu.

Penghibahan hak milik atas tanah harus juga dilakukan di hadapan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan suatu akta hibah dan
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selanjutnya  didaftarkan kepada kantor pendaftaran tanah untuk
mendapatkan sertifikat.

Termasuk hibah adalah pemberian tanah yang lazim dilakukan
kepada anak-anak yang "mentas” sewaktu pemiliknya masih lidup. Dalam
perpustakaan hukum adat disebut toeschieiding. Karena termasuk Hukum
Warts, maka sefain ketentuan-ketentuan hulkaun tanah, perlu pula
diperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum Wans yang berlaku terhadap
yang memberinya. Pewaris demikian itu harus dibuktikan dengan akta
PPAT dan memerlukan izin pemindahan hak Kebiaf;aan—kebiasaan di
kalangan masyarakat Sulawesi Selatan (Gowa) umtuk memberi tanah
kepada anak perempuannya dan anak laki-lakinya yang menikah dapat juga

digolongkan dalam pengertian hibah ini.

. Wasiat

Wasiat adalah suatu pembenan yang dinyatakan ketika yaig
membert 1tu masih hidup tetapi pelaksanaannya nanti setelah yang memberi
itu meninggal duma Selama orang vang memberi wasiat itu masih hidup
maka 12 dapat menarik kembali pemberiannya Dengan demikian maka
peralihan hak milik atas tanah dengan wasiat nanti berlaku setelah orang
yang memberi wasiat itu meninggal dunia.

Perbuatan hukum ini adalah merupakan bagian dari hukum warisan
yang dikenal baik dalam hukum hukum adat, hukum Islam, dan hukim

Barat. Wasiat ini pada umumnya dilakukan secara lisan sehingga tidak
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perlu dilakukan di hadapan PPAT. Tetapi peraliban hak itu sendiri harus

didaftarkan di kantor pendaftaran tanah.

23 Hak-hak atas Tanah Menurut Undang-umdang Pokok Agraria (UUPA)

Berbicara mengenai hak-hak atas tansh di Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari Undang-undang Pokok Agraria, karena secara formai Undang-
undang Pokok Agraria itulah yang telah memberikan landasan hukum bagi
adanya berbagai hak atas tanah di Indonesia

Hak-hak atas tanah sebelum beriakunya UUPA bersifat dualistis,
artinya di satu pihak berdasarkan hukum adat dan di pihak lain berdasarkan
hukum Barat. Tanah-tanah yang berdasarkan hukum adat disebut tanah hak
Indonesia, misalnya tangh ulayat, tanah milik, tanah yayasan, dan lain-lain.

Sedangkan tanah-tanah yang berdusarkan hukum barat disebut tanah hak barat,

misalnya tanah eigendom, erfpacht. opstal dan lain-lain

Upaya mewujudkan kepastian hukum hak-hak atas tanah bag-i rakyat
Indonesia, khususnya dalam rangka pembaruan hukum agraria, maka hak-hak
atas tanah tersebut perlu discragamkin scbagaimana diatur dalam UUPA. Hak-
hak atas tanah yang belum sesuai dengan UUPA harus dikonversi menjadi hak-
hak atas tansh sebagaimana yang diatur dalam UUPA.

Soedikno Mertokusumo (1988:52) menjelaskan pengertian hak-hak
afas tanah sebagai berikut:

Hak-hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada

yang mempunyai hak untuk mempergunakannya atau mengambil
manfaat dari tanah yang dihakinya.
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PPN
L
Pasal 16 UUPA secara tegas membagi hak-hak a_méf tmah:dalgm

beberapa bagian, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna
Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak
Memungut Hasil Hutan.

Selanjutnya Pasal 53 UUPA menyebutkan hak-hak atas tanah yang
bersifat sementara, yaitu: Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang
dan Hak Sewa Tanah Pertanian Hak-hak atas tansh ini diatur untuk membatasi
sifat-sifatnya  yang bertentangan dengan UUPA dan hak-hak tersebut
diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. |

Suatu hal yang perlu kiranya diketalui bahwa berdasarkan pengertian
hak-hak atas tanah maka, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan
tmkantah hak-hak atas tanah, sebab tidak memberikan wewenang kepada yang
punya hak untuk mempergunaken atan mengambil manfax dari tangh yang
dihakinya.

Di samping ttu A P. Parlindungan (1993:94-95) menegaskan bahwa:

Hak-hak atas tanah vang terdapat dalam Pasal 16 ini kehhatannya

semula akan limitatif, tetapi dalam perkembangannya seterusnya tidak

Jimitatif sehingga memberikan kemungkinan untuk perkembangan baru

atas hak-hak agraria lannya, dan salah sats contoh Hak Pengelolaan

yang kim diatur oleh Peratiran Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun
1977.

Dalam hal ini, penulis membatasi diri menguraikan hak-hak atas tanah
yang banyak digunakan dalam pengalihan hak sebagaimana yang tercantum

dalam Pasal 16 UUPA dan yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini
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yakni Hak Milik, dan Hak Guna Bangunan (HGB). Adapun uraian kedua hak-
hak atas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak Milik
Pengertian Hak Milik sebagai salah satu bagian dari hak-hak atas
tanah menurut Soedikno Mertokusumo (1988:53) adalah sebagai berikut:
Hak milik atas tanah adalah hak tinm-temunm, terkuat dan

terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat
ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fingsi sosial.

Pengertian yang lebih jelas dan lengkap mengenai hak milik atas

tanah dapat dilihat pada Pasal 20 UUPA yang diperinci sebagai berikuyt:

(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh
yang dapal dipunyai orang atas tamah, dengan mengingat
ketentuan dalam Pasal 6 UUPA_

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Memperhatikan mimusan hak milik tersebut di atas muka menuryt

& .

Eddy Ruchiyat (1992:51) hak milik mempunyai ciri-ciri tertenty sebagai
berikut:

A Metupakan hak atas tanah yang kuat. Bahkan menungt Pasal 20
UUPA adalah yang terkuat. artnya tidak mudah hapus dan
midah dipertahankan terhadap gangeuan pihak lain.

b Merupakan hak turun-temurun dan dapat beralih, artinya dapat
dialthkan puda ahli waris yang berhak.

¢. Dapat menjadi hak induk, tetapi tidak dapat berinduk pada hak-
hak atas tanah lainnya. Ini berarti bahwa hak miltk dapat
dibebani dengan hak-hak atas tanah lainnya, seperti hak guna
bangunan, hak pakai, hak sewa, hak gadai, hak usaha bagi hasil,
hak menumpang.

d. Dapat dijadikan Jaminan utang dengan dibebani hipotik atau
crediety erband.

¢. Dapat dialibkan yaity dijual, ditukar dengan benda lain,
dihibahkan dan diberikan dengan wasiat
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f Dapat dilepaskan oleh yang, sehingga tanahnya menjadi milik
negara,

Dapat diwakafkan,

St pemilik mempunyai hak unfuk menuntyt kembali di tangan
siapa pun benda it berada

=%

Khusus mengenai point d, setelah berlakunya UU No. 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan makg Jjaminan dengan hipotik dan
oredietv erband tidak berlaky lagi.
Mengenaj tejadinya hak milik diatur dalam Pasal 2 UUPA, yaitu:
(1) Terjadinya hak miljk menurut  hukum adat diatur dengan
Peraturan Pemerintah,
(2) Selain menunit cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal
ini hak milik terjadi karena:

a  Penetapan Pemerintah, menurut carg dan syarat-syarat

yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
b. Ketentuan Undang-undang

Hak milik sebagai suaty hak atas tanah dapat diberikan oleh
pemegang hak atas tanah tersebut, dan khusus bagi tanah negara menuryt
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, hak milik hanya
diberikan oleh pemerintah

Tanah yang bisa diberikan pemerintah dengan hak milik terbatas
bada tanah yang dikuasaj oleh negara saja Pemberian hak milik itu
divujudkan dengan suaty penetapan pemerintah. Hak milik yang terjadi
karena penetapan pemerintah lahir melalui syaty proses yang tata caranya
telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973
tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas

Tanah,
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Hak milik dapat beralih dan dialibkan kepada pihak lain. Hal ini
ditegaskan melalui Pasal 20 UUPA. Jhon Salindeho (1987:38) mengatakan
bahwa: Beralihnya suatu hak dapat terjadi bukan karena suaty perbuatan
hukum melainkan suatu peristiwa hukum atsy akibat hukum (kelahiran,
kematian, dan lain-lain). Di sini tidak ada unsur sengaja di dalam hubungan
dengan suatu perbuatan Misalnya, seorang yang meninggal dunia, maka
sebagal peristiwa hukum almarhum meninggalkan warisan yang tanpa
sualu perbuatan hukum mengakibatkan haknya beralih atas suaty bidang
tanah yang dihinggapi hak milik. Berbeda dengan dialihkannya suatu hak,
menunjukkan adanya kesengajaan suatu pihak melakukan suatu perbuatan
hukum untuk mengalibkan/memindahkan hak atas suatu persii HGB
(misalnya) kepada pihak lain. Perbuatan hukum yang dimaksud dapat
berupa juai beli, tukar-menukar, hibah atay pembertan dengan wasiat
(hibah wasiat).

Pengalihan hak milik hendaknya tetap memperhatikan ketentuan
Pasal 26 ayat 2 UUPA, yang pada pokoknya berisi:

(1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,
pemberian memuut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang
dimaksudkan  untuk  memindshkan hek milik  serta
pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan
wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
langsung atan tidak langsung memindahkan hak milik kepada
orang asing, kepada seoramg warganegara yang di samping

kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan
asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan

oleh Pemerintah termasuk dalam Pasal 21 ayat 2, adalah batal
karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan
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ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap
berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh
pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Hak milik merupakan satu-satunya hak atas tanah yang dapat
diwakafkan. Hak milik dapat diwakafkan, karena hak milik jangka
waktunya tidak terbatas. Perwakafan tanah hak milik ini diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik.

Hak milik hapus menurut Pasal 26 UUPA bila:

a Tanahnya jatuk kepada negara:

1) Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UUPA;
2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
3) Karena ditelantarkan;

4) Karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dengan Pasal 26 ayat 2.
b. Tanahnya musnah.

. Hak Guna Bangunan (HGB)

Dari berbaga: masalah yang menyangkut tentang hak yang berada
di atus tanah terdapat Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan adalah
hak vang terbatas hanya unfuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri.

Effendi Perangin (1989:274) menyebutkan bahwa:

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka

waktu tertentu.

Pengertian hak guna bangunan tersebut berpedoman pada Pasal 35

UUPA yang berbunyi:
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Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri,
dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Menelaah rumusan-rumusan Hak Guna Bangunan yang telah
dikemukakan di atas selanjutnya Effendi Perangin (1989:275-276)
membuat ciri-ciri Hak Guna Bangunan sebagai bertkut:

a. Hak Guna Bangunan tergolong hak yang kuat, tidak mudah
dihapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak
lain. Oleh karena itu hak guma bangunan termasuk salah satu
hak yang wajib didaflarkan (Pasal 38 UUPA dan Pasal 10
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961).

b. Hak Guna Bangunan yang dapat beralih, astinya dapat diwarisi
oleh ahli waris yang empunya hak (Pasal 35 UUPA).

c. Hak Guna Bangunan jangka waktunya terbatas, artinya pada
suatu waktu pasti berakhir (Pasal 35 ayat 1 dan 2 UUPA).

d. Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan
dibebani hak tanggungan, hipotik atan crediety erband (Pasal 39
UUPA).

e. Hak Guna Bangunan dapat dialihkan kepada pihak lain yaitu
dijual, ditukar dengan benda lamn, dihibahkan atau diberikan
dengan wasiat (Pasal 35 ayat 3 UUPA).

f Hak Guna Bangunan dapat juga dilepaskan oleh yang empunya
hingga tanshnva menjadi tanah negara (Pasal 40 huruf ¢
UUPA).

g Hak Guna Bangunan hanya diberikan untuk keperluan
pembangunan bangunan-bangunan.

Khusus menyangkut point d, setelah berlakunya UU No. 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan maka hipotik dan credietverband tidak |
berlaku lag:.

Hak Guna Bangunan member: wewenang kepada yang empunya

hak untuk mendirtkan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah

yang bersangkutan. Hal ini berkaitan erat pula dengan usaha untuk
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memelihara ikan, ternak maupun menanam tanaman sepanjang sesuai

dengan tujuan utama mendinikan bangunan atas tanah tersebut.

Hapusnya Hak Guna Bangunan dapat terjadi karena beberapa hal,

sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 40 UUPA, yaitu:

a

b.

® Mo a

Jangka waktunya berakiur;

Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu
syarat tidak dipenuhi;

Dilepaskan oleh pemegang halmya sebelum jangka waktunya
berakhir;

Dicabut untuk kepentingan umum,

Diterlantarkan;

Tanahnya musnah;

Ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2.

2.4 FBFumgsi, Tujuan dan Akibat Pengalihan Hak atas Tanah

1. Rumgsi Pengalihan Hak atas Tamah

Untuk memperoleh atan mendapatkan hak atas tansh di antaranya

dengan cara pengalihan, yang dibedakan antara beralih dan dialibkan

Dalam hal im berarti ada pihak yang kehilangan hak atas tanah dan di lain

pihak ada yang memperoleh atau mendapatkan hak atas tanah.

Dengan melihat hal tersebut, inaka dapat diketahui bahwa salah

satu fungsi dari pengalihan hak atas tanah adalah untuk memperoleh afau

mendapatkan hak atas tanah, d: samping itu pengalihan hak juga

merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pihak-pihak yang akan

mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak [ain.
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2. Tujuan Pengalihan Hak atas Tanah

Salindeho (1987:37) menyebutkan bahwa pengalihan hak bertujuan
untuk memindahkan hak atas barang/benda, bergerak atau tidak bergerak.

Sedangkan menurut Buku Tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akta
Tanah (1985:21) disebutkan bahwa maksud dari peralihan hak adalah untuk
memindahkan hak milik dari seseorang kepada orang lain

Jadi menurut penjetasan di atas, maka tujuan pengalihan hak adalah
untuk memindahkan hak seseorang kepada orang lain. |

Namun untuk memperoleh surat bukti yang lebih kuat dan lebih
luas pembuktiannya, maka pemindahan hak tersebut didaftarkan pada
Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

Menurut Pasal 19 ayat 1 UUPA berbunyi sebagai berikut:

Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah oleh pemerintah

diadakan pendaftaran di seluruh wilayah Republik Indonesia

menurit  kelentuan-ketentuan yang diatur dengan  Peraturan
Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud di atas adalah Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adanya
keharusan untuk didaftarkan seperti yang terdapat pada Pasal 19 ayat 1
UUPA, maka pelaksanaan pengalihan hak atas tanah adalah untuk
memperoleh kepastian hak atas tanah, karena apabila sudah dilaksanakan
pendaflaran dan sudah terdaflar maka pihak yang menerima pengalihan hak
afas tanah im akan atan sudah tercantum namanya dalam sertifikat,

sehingga kedudukan dan kepastian hukum dari hak tersebut menjadi kuat.
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J. Akibat Hulam Pengalthan Hak atas Tanah
Akibat hukum berpindahnya hak seseorang kepada orang l__aﬁn,

secara yuridis kedudukannya hak atas tanah tersebut terhadap kedua belah
pithak mengalami perubahan. Perubshan yang dimaksud adalah setelah
beralihnya hak tanah tersebut, maka pemilik semula atau yang mengalihkan
haknya akan kehilangan atau hapus haknya terhadap obyek yang dialihkan
tersebut. Sedangkan pemilik baru sebagai pihak yang menerima pengalihan
hak mempunyai kewenangan untuk menguasai, 'm_emmfnaﬂ(an dan

mengolah atau menggarap dan menikmati haknya sebagai seorang pemilik.

2.5 Dasar Hidamm Pengalihan Hak atas Tanah
Dasar hukum pengalihan hak atas tanah scbagaimana yang tercantum
dalam Pasal 16 ayat 1 UUPA, yaitu Pasal 20, Pasal 28, Pasal 35, dan Pasal 43
dan Peraturan-peraturan Pemerintah seperti PP No. 10 Tahun 1961. Namun.
dalam pe.nyusunan skripsi tm penulis kembali membatasi pembahasan penulis
hanya yang ada kwtannya dengan judul yang sedang penulis bahas. Adapun

dasar hukunt itu terurar sebagai berikut:

1. Hak Milik
Dalam UUPA, hak milik diatur dalam Pasal 20 ayat 2. Dalam Pasal
20 ayat 2 UUPA ftersebut disebutkan bahwa hak milik atas tanah dapat
dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain, dengan kewajiban

mendaftarkan pemindahan hak milik atas tanah tersebut pada kantor
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pertanahan setempat di mana letak tanah jtu (Pasal 23 UUPA). Kewajiban
mendaflarkan tersebut ditujukan kepada orang yang memperoleh hak,
dengan persyaratan bahwa pererima hak adalah warga negara Indonesia
Karena hanya warga negara Indonesia tunggal yang dapat hak milik atas
tanah (Pasal 21 ayat 1 UUPA). UUPA juga menetapkan bahwa,
pemindahan/pengalihan hak milik atas tanah kepada orang asing adalah
batal demi hukum, dengan ketentuan bahwsa tanahnya jatuh kepada negara
dan pembayarannya tidak dapat dituntut kembali serta hak-hak pihak lain
yang membebaninya tetap berlangsung (Pasal 26 ayat 2 UUPA).

Pengalihan hak mili% atas tanzh hanya dimmgkinkan dengan
merujuk pada Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
yang mengatakan bahwa:

Peralthan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun
melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, dan pemasukan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali
pemindahan hak melalu lelang hanya dapat didaftarkan 1ika
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang
menurut ketentuan yany berwenang menunat ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaky

Menurut Pasal 26 ayat | UUPA, bahwa terhadap pengawasan
pemindahan hak milik atas tanah tersebut akan diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Namun sampai saat ini peraturan yang dimaksud tersebut

belum ada. Sebab yang ada hanya Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun

1961 tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah,
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 59/DDA/1970 tentang
Penyederhanaan Peraturan Pemindahan Hak Atas Tanah.

Pemindahan/pengalihan hak atas tanah pada dasamya diperiukan
izin pemindahan hak atas tansh dari instansi pemerintah pemberi izin
(Pasal 2 ayat 1 PMDN No. SK 59/DDA/1970). Izin pengalihan hak tersebut
diberikan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengen Peraturan Menteri
Dalam Negert Nomor 6 Tahun 1972,

Pengalihan hak milik dari seseorang (pihak I) kepada orang lain
(pthak II) dapat dilakukan dengun berbagas cara Makna k;ita beralih adalah
suatu hak atas tanah yang berada dalam kewenangan atau kekuasaan orang
{pihak) dapat berpindah karena terjadi suatu peristiwa hukum seperti
kematian, yakm terjadinya pewarisan dari pihak yang meninggal kepada
alilit watisnyd, maka tanah hak miik itu teialt beralih sejak wakiu,
meninggalnya pemilik hak atas tanah itu. Makna kata dialihkan
mengandung pengertian bahwa hak milik atas tanah dialihkan dengan suatu
perbuatan hukum dengan jual beli, tukar-menukar, hibah dan pemberian

dengan wasiat,

Hak Gima Bangunan (HGRB)
Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan. Hal ini sesuai

dengan Pasal 35 ayat 3 UUPA. Pengalihan Hak Guna Bangunan hendaknya

juga dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pengalihan Hak Guna Bangunan menurut Peraturan Menteri Agraria
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No. 14 Tahun 1961 jo Peraturan Direktur Jendera) Agraria Nomor 14
Tahun 1968 harus mendapat izin. Instansi yang berhak memberikan izin
pengalihan Hak Guna Bangunan itu atas tanah negara dan berpindah dari
pemegang hak warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yaig
bukan modal asing (Pasal 8 PMDN No. 6 Tahumn 1972) berdasarkan Pasal
28 ayat 1 dan 2, maka setiap pengalihan Hak Guna Bangunan haruslah
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah.

Selain kedua dasar hukum tersebut di atas juga ditemukan perahuran
yang mengatur pengalihan hak secara wmum, seperti dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 10 Talun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang
menyatakan bahwa:

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah '

harus  dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan

pejabat yang diumjuk oleh Menter Agraria.  Akta tersebut
bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria (Effendi Perangin,

1986:3),

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 di atas
mengharuskan setiap perjanjian yang bermaksnd memindahkan hak atas
tanah dibuktikan dengan akta pejabul yang ditunjuk oleh Menteri Agraria
(sekarang Menteri Dalam Negeri). Pejabat itu adalah Pejabat Pembuat Akta

Tanah {(PPAT).
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2.6 Hakdan Kewajiban Pengguna serta Pengembang

Sebelum membahas tentang hak dan kewajiban pengguna dan
pengembang dalam pembelian rumah, sebelumnya akan diuratkan pengertian
perumahan sebagai objek perjanjian antara pengguna dan pengembang.

Menurut Boedi Harsono (19874 23) bahwa:

Perumahan adalah sekelompok rumah atay tempat kediaman yang

layak ditumi dilengkapi dengan prasarana lingkungan utilitas umum

dan fasilitas sosial.

Dari pengertian tersebut di stas, maka Boedi Harsono (1987:423) lebih
Jauh lagi menarik pengertian dasar tentang perusahaan perumahan yait:

Perusahaan perumahan adalah badan usaha yang berbentuk badan

fukum yang berusaha dalam bidang perusahaan pembangunan

perumahan di atas areal tanah yang merupakan suatn lingkungan,
utilitas umum, fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat
penghuni lingkungan pemukiman,

Di dalam pembelian rumah PT Catur Muda Samata, maka pihak
pembeli melakukan/menandatangani suatu perjanjian jual beli dengan pthak
pengembang. Syarat-syarat dari perjanjian tersebut telah ditetapkan sendiri oleh
PT. Camr Muda Samata, dimana Syaraf-syarat tersebut harus diterima oleh
pihak pembeli untuk terjadinya perjanjian jual beli rumah PT. Catur Muda
Samata.

Dimungkinkannya hal tersebut di atas, adalah karena adanya sifat
terbuka dari hukum perjanjian yang memberikan kebebasan yang seluas-

luasnya kepada para pihak yang unfuk menentukan bentuk dan isi dari

perjanjian yang dibuatnya, yang penting tidak bertentangan  dengan




28

kepentingan umum, kesusilaan, kepatitan serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Untuk ity walaupun dimungkinkan membuat suatu perjanjian
dalam bentuk standar tetapi perjanjian tersebut tidak boleh terlalu memberatkan
salah satu pihak.

Khusus dalam penulisan int, ketentuan-ketentuan dalam pembelian
rwnah tersebut yang akan disoroti pada bagian ini hanya menyangkut hak dan
kewajiban pembeli dan beralihnya hak atas tanah dan rumah. Di dalam
menguraikan kedua hal tersebut akan senantiasa berdasarkan kepada bentuk
pecyanjian standar yang telah dibuat oleh pihak pengembang (PT. Catur Muda
Samata).

Untuk itulah analisis tentang hak-hak dan kewajiban pembelt dan
pengembang tidak dapat ditafsirkan secara makro. Akan tetapi hanus dikaji
dalam lingkup yang profesional, atay paling tidak dapat dilihat dalam
keterkaitannmya sebagai suatu aktivitas ekonomi, dimana tegara dengan
personfikasi PT. Catur Muda Samata selaku pengembang, bertindak sebagai
pentual rumah dan masyarakat dalam arti yang luas bertindak selaku konsimien
atau pembeli rumah,

Konsepsi ini mengacu pada realita sosial, bahwa segala daya upaya
PT. Catur Muda Samata sebagai organisasi perusahaan/badan usaha tetap
berorientasi mengejar laba/keuntungan sehingga prosesnya tetap berada dalam

konteks hukum ekonomi.
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Dalam perjanjian jual beli rumah dan izin penggunaan h{as rumah yang

dibuat di

hadapan notaris antara pihak penjual dengan pihak bembeli telah

ditentukan hak-hak dan kewajiban pembeli. Adapun hak-hak pembeli yaitu:

a,

e.

Menerima tanah dan rumah yang dibeli setelah akta perjanjian
ditandatangani oleh kedua belah pihak,

Berhak menempati rumah dan tanah yang dibeli.

Berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga
yang akan mengganggn gugat

Memperoleh izin bangunan dan sertifikat hak glma; bangunan.

Berhak mewariskan haknya.

Sedangkan yang menjadi kewajiban pembeli adalah:

a

Berkewajiban menangqung segala kerugian dan resiko yang terjadi
atas rumah yang dibeliaya,

Berkewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan.
Berkewajiban untuk membayar pajak

Berkewajiban untok memohon membayar biaya perpanjangan hak
guna bangunan yang pengurusannya difakukan oleh pengembuang
(PT. Catur Muda Samata).

Berkewajiban mepempati rumah dan tanah yang dibelinya untuk
tempat tinggal bagi diri sendiri bersama keluarganya dan tidak
boleh memindahtangankan scbelum Jangka waktu lima (S) tahun

lewat.
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Dari ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban tersebut di atas
terlikat bahwa perjanjian yang dilakukan antara pembeli dengan pengembang
(PT. Catur Muda Samata) adalah perjanjian Jual beli bersyarat, dimana syarat
tersebut dapat dilihat pada ketentuan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa
“rumah tersebut tidak boleh dipindahtangankan sebelum Jangka waktu 5 tahun
lewat" meskipun atas kredit bank, yang telah dibayar lunas oleh pembels.

Perjanjian jual beli adalah bersifat konsensuil dalam arti perjanjian ini
sudah dilahirkan sebagai perjanjian yang sah pada saat terjadinya/tercapainya
vepakat antara penjual dan pembeli. |

Sifat konsensuil dari perjanjian jual beli dapat dilihat dalam Pasal 1458
KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

Jual beh itu dianggap telah terjadt antara kedua belah pihak, seketika

setelalhnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan dan

harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, mavpun
belum dibayar.

Berahhnya hak milik ditentukan dalam Pasal 1459 KUHPerdata yaitu
setelah dilukukan penyerahan, dalam hal ini penyerahan kunci rumah oleh
pihak peagembang (PT. Catur Muda Samnata) kepada pengguna

Subekii (1979:23) menyatakan bahwa perjanjian jual beli itu hanya
bersifat obligatoir saja, artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak
dan kewajiban bertimbal-balik antara kedua belah pihak yaitu meletakkan
kepada si penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang

dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak wntuk menuntut pembayaran

harga yang telah disetujui.
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Lebih lanjut dikemukakan bahwa perjanjian jual beli menun
KUHPerdata itu belum memindahkan hak milik. Adapun hak milik bary
berpindah tangan dengan dilakukannya fev ering atan penyerahan,

Kalan kita melihat kedua Syarat tersebut di atas tentang sifat konsensuil
dan perpindahan hak milik, maka di dalam standar perjanjian jual beli rumah
perumshan Pinang Permai telah dipenuhi. Dengan demikian perjanjian jual belj
atas rumah perumahan Pinang Permai telah memenuhi syaral untuk disebut
sebagai perjanjian jual beli |

Demikian pula dengan adanya ketentuan bahwa pembeli menanggung
segala resiko yang mungkin terjadi atas rumah tersebut juga merupakan salah
safu bertanda bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian jual beli. Hal ini
sesuai dengan ketentuan Pasal 1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) yang menyatakan bahwa:

Jika barang yang dijual it berupa suatu barang yang ditentukan, maka

barang i sejak saat pembelian adalah tanggungan 81 pembel|

meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual  berhak
menuntut harganya

Di samping hak dan kewajiban dari pembeli tersebut o atas, maka
penulis pula akan menguraikan hak dan kewajiban pengembang. Adapun hak-
hak pengembang yaitu:

1. Berhak memperoleh/menerima sejumlah vang dari harga rumah

yang dibeli oleh pembeli.

2. Berhak meminta bantuan hukum bagi pembeli yang lalai dari

perjanjian yang telah disepakati bersama.
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3. Berhak mengingatkan/memperingati  pembeli yang  lambat

membayar angsuran.
Berhak mengambil kembali rumah yang dijualnya apabila pihak
pembeli tidak sanggup melunasi angsuran dari batas waktu yang

diperjanjikan,

Sedangkan kewajiban dari pengembang yaitu:

I. Berkewajiban melayani dan mengarahkan masyarakat penghuni

rumah dan calon konsumen sesuai dengan asas perikehidupan dan
penghidupannya pada lingkungan yang sehat guna tercapainya
fungsi sosial perumahan sebagai sarana kelangsungan hidup
pribadi, bermasyarakat dan bernegara

Berkewajiban menanggung segala akibat yang terjadi karena
kelalatan pihak pengembang (seperti cacat tersembunyi) sebelum
batas perjanjian berakhir,

Berkewajiban mengganti/memperbaiki semua bentuk kerusakun
yang timbul selama jangka waktu perjanjian tersebut belum
berakhir.

Berkewajiban memelihara dan memperbaiki sarana-sarana

umum/sosial yang ada dalam kompleks perumahan tersebut.

Dari beberapa uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam
hak dan kewajiban pengguna terkandung puta hak dan kewajiban pengembang,

yang keduanya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang beriaku.



BAB 3

METODE PENELITIAN

Dalam rangka pengumpulan data, guna menyusun karya ilmiah bukum,
seperti halnya skripsi ini ditentukan hal-hal sebagai berikut:

3.1 Lokasi Penelitian

Adapun {okasi penelitian yang dipilih yaitu di wnlayah Kabupaten

Enrekang, tepatnya di  perumahan Pinang Permai. Dasar pertimbangan

sehingga lokasi ini dijadikan objek penelitian, karena di lokasi ipj terjadi

pelaksanaan pengalihan hak atas tanah antara pengembang terhadap pengguna

3.2 Teknik Pengunpulan Data

Urtuk mengumpulkan data, pe

pengumpulan data yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (library research), yakm penulis mempelajart atan

menelaah buku-buky iy hukune, nugalah

» surat kabar, dan publikas,

ilmialt yang ada relevansinya terhadap pengalifran hak atas tanah antara

pengembang  dengan pengguna pada perumahan Pinang Permaj. Day

yang diperoleh dijadikan landasan teoritis untuk melakukan penelitian

lapangan.
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Penelitian fapangan (fie/d rescarch) dilakukan dengan cara :

a. Observasi,yakni melakukan pencatatantangsung terhadap pengalihan hak
alas tanah antara pengembang dengan pengguna pada perumahan Pinang
Permai

b.  Wawancara,yakni mengajukan pertanyaan secara fangsung  kepada
responden vang dipilth yang dianggap mengetahui objek permasalahan yang
diteliti dengan perincian vaitu kepada direktur perusahaan mengembang |
orang kepada masvarakat pemilik rumah 3 orang' hepada stal” Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang | orang

C.  Angket / kuesioner,vaitu menyebarkan daftar pertanyaan tenulis kepada S0

orang responden yang dipilth dengan perincian

(1) Pegawai Negeri Sipil/TN}/Polri 10 orang
(2) Masvarakat pemilik rumah 30 orang
(3} Pengusaha 10 oranp

Jumlah 50 orang

3.3 .Jenis Dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang dikumpuikan dalam penelitian ini -

L

Data primer,yaitu data yang diperoleh dan hasil peneltian lapangan melajui
observasi dan wawancara
Data sekunder,vaitu data yang dipcroleh dari hasil telaah literatur buku-

buku,majalah,surat kabar,dan hasil laporan yang relevan,
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3.4 Analisis Data
Setelah data berhasjl dikumpulkan, baik data yang diperoleh melalu;
hasil penelitian kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan, data tersebut
digeneralisasikan ke dalam sub bab, selanjutnya diolah dalam bentuk tabulas;

frekuensi dan dianalisjs secara kuantitatif




BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Pemilikan KPR

Menurut Halim selaku Direktur PT. Catur Muda Samata (wawancara,
12 Pebruari 2001) menyatakan bahwa dalam proses pemilikan rumah KPR
perumahan Pinang Permai yang dikelola oleh PT. Catur Muda Samata berbagai
prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pembeli rumah, dan peraturannya
didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan kemampuan ﬁnansiai khususnya
yang berkaitan erat dengan jumlah penghasilan konsumen yang diperoleh
setiap bulan. Dalam kondisi ini, dibedakan antara pembeli rumah yang
berpenghasilan tetap dan pembeli rumah yang tidak berpenghasilan tetap.

Penentuan atas katcgor penghasilan ini, merupakan indikaior Lagi
PT. Catur Muda Samata dalam menetapkan besar kecilnya tipe rumah vang
layak dimiliki oleh pembeli. Perbedaan ny bukan  dimaksudkan  suaty
diskriminasi, tetapi ditujukan pada Upaya-upaya menolong menngankan bebuan
angsuran di kemudian han bagi para pengguna. Untuk ttulah semakin besar
pula peluang untuk memiliki tipe rumal yang dikebendakinya begitupun
sebaliknya.

Adapun prosedur pemilikan KPR perumaban Pinang Permai bagi
pembeli/calon pembeli yang berpenghasilan tidak tetap menurut Halim
(wawancara, 12 Pebruari 2001) bahwa:
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- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suamt/ isteri, fotpeppy sumt n;kah

Pas foto suami/isteri, hitam putih ukuran 4x6 dp 3 lembar ,

Surat keterangan tempat tinggal atau surat ke!erangan hl:t_nfag‘_x

Surat keterangan penghasilan suami dan tsteri (apabila bekerja),
Fotocopy Surat Keputusan (SK) pertama dan terakhir suami dan isteri
(apabila bekerja),

Surat  keterangan penghasilan  dari Kelurahan/Desa, Fotocopy
SIUP/SITU dan NPWP.

Fotocopy Tabungan Bank Negara indonesia (BNI). |

Selanjutnya calon konsumen/calon pembeli KPR perumahan

Pinang Permai yang berpenghasilan tetap harus memuliki prosedur

kelengkapan data. Adapun prosedur tersebut menurut Halim selaku

Darektor PT. Calws Muda Sanwia scbagal benkul:

b2

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan ister, fotocopy
Kartu Kcluarga fotocopy Surat Nihah,

Pas foto suamn dan wstern, hutan putth ukuran 4x6 c¢m sebanyak 3
lembar.

Surat keterangan tempat Lnggal, atau surat keterangan hunian,

Surat keterangan penghasilan dari instansi/perusahaan tempat bekerja.
Surat kuasa pemotongan gajl.

Fotocopy Surat Keputusan (SK) pertama dan terakhir suami dan ister.

Surat keterangan penghasilan suami atay isteri (apabila bekerja).
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8. Fotocopy Tabungan BNI.

Seteleh melampirkan data-data fersebut secars bepar melalu;

sesuai dengan batas saldo yang telah ditetapkan

3. Membayar/melunasj harga kelebihan tanah (ika ada).

4. Membayar/inelunas; dang mmika (selisih antara hamea jual dengan nilaj
kredit yang disetujui olel; BNJ).

>. Membawa materj dengan nilai nonunal Rp 2000 (sekarang Rp 6.000)

sebanyak 5 lembar,

Pelaksanasn Akad Kredit

Calon pembeli/user dapat mengetahuj isi penjanjian tersebut pada
saal pelaksanaan akad kredit dag aspek hukum perikatannya telah dirine;
Secara fegas dari dan jelas dalam perjanjian pemesaan rumah ity Lazimnya

para pengguna yang umumnya terdiri dari anggota-anggota masyarakat

\J
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yang terdesak akan suatu tempat tinggal/hunian  rumah, langsung
menyetujui semua pasal yang mengatur tentang bentuk perikatan jual-beli
antara pihak pengembang (PT. Catur Muda Samata) dengan pengguna yang
bersangkutan Keabsahannya dibuktikan dengan  penandatanganan
perjanjian tersebut.

Terlepas dani objektif tidaknya isi perjanjian yang diperjanjikan itu
Jelaslah bahwa akad kredit dapat dilaksanakan apabila segala syarat
kepemilikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sudah dipenuhi oleh
pengguna, atau dengan kata lain jika seorang pengguna tidak dapat
memenuhi/mengikuti keputusan yang dibuat oleh pengerabang (PT. Catur
Muda Samata) dalam formulir pemesanan rumah dan akad kredit, otomatis
seorang pengguna akan gagal mewujudkan impiannya untuk memiliki
rumah.

Hasil dan proses akad kredit ini serta merta melepaskan kewajiban
dan tanggung jawab pengembang (PT. Catur Muda Satnata) tentang segala
hal vang bertahan dengan proyek perumahan yang telah dibangunnya,
Hasil penelitian ini menvimpulkan bahwa setelah selesainya pelaksanaan
akad kredit, berarti terlepas pulalah langgung jawab dan kewajiban pihak
pengembang. Ini adalah suatu indikasi bahwa hukum perikatan sebagai
suaty hukum objektif dalam konteks pengembang (PT. Catur Muda
Samata), merupakan produk peraturan yang menitikberatkan pada
pemanfaatan kondisi masyarakat masa kini yang pada waktu relatif singkat.

e



Untuk memenuht kebutuhan masyarakat, PT. Catur Muda Samata
unfuk sementara mi baru membangun satu tipe rumah. Hal tersebut
dimaksudkan karena calon pembeli/penghuni rumah di Kabupaten
Enrekang belum terlalu banyak dibandingkan di daerah perkotaan. Adapun
tipe rumah yang dimaksud adalah tipe 36 atau dengan istilah tipe Rumah

Sangat Sederhana (RSS).

4.2 Pelaksanaan Pengalihan Hak atas Tanah dari Pengembang kepada
Pengguna

Sepertt dijjelaskan pada bagian terdahulu, bahwa pengaliban hak atas
tanah dan bangunan yang ada di atasnya dapat terjadi karena jual-beli, tukar-
menukar, hibah, wasiat, pembagian dan pemisahan harta bersama/warisan.
Pengalihan hak atas tanah termasuk bangunan yang ada di atasnya antara
pengembang (PT. Catur Muda Samata) dengan pemilik rumah/pembeli pada
Perumahan Pmang Permai di Kabupaten Enrekang “sebagian besar terjadi
karena pal-beli. Hal tersebut diperkuat pula oleh data yang diperolch di kantor
Badan Pertanahan Nastonal Kabupaten Enrekang. Adapun data pengalihan hak
atas tanah dan bangunan vang ada di atasnya vang diperoleh di Kantor Badan

Perianahan Nasional Kabupaten Enrekang tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.
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Tabel 1
Jumlah Data Pengalihan Hak Atas Tanah dan
Bangunan yang Ada di Atasnya
Tahun Anggaran 2000/2001
Jumiah Pengalihan Hak Atas Tanah
No Tahun
Jual beli | Tukar-menukar | Hibah | Wasiat | Warisan
1. | 2000/2001 30 0 10 0 16

Sumber Data: Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Enrckang 2000

Data pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya pada
tabun anggaran 2000/2001 di Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten
Enrekang terperinci sebagai berikut: pengalihan hak karena jual beli sebanyak
30, karena tukar menukar sebanyak 0, karena hibah sebanyak 10, karena wasiat
sebanyak 0 dan karena warisan sebanvak 16.

Berdasarkan jumlah pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang ada
di atasnya tersebut. nampak bahwa pengalihan hak atas tanah karena jual beli
menempatl urutan pertama dibandingkan dengan bentuk-bentuk pengalihan hak
laimnya  Int mengindikasikan bahwa perbuatan hukum yang satu ini selalu
seining dengan hehidupan manusia {nusalnya dalam hal pembelian rumah
sebagal tempat tinggalnya). Khusus dalam kompleks perumahan Pinang Permai
yang dikelola oleh PT. Catur Muda Samata, pengalihan hak atas tanah dalam
bentuk jual beli sebahagian besar terjadi dengan jalan mengangsur dan jarang

terjadi dengan jalan kontan/tunai. Hal tersebut dimaksudkan untuk tidak tertalu
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memberatkan anggota masyarakat pengguna. Keterangan tersebut diperkuat
oleh data dari laporan tabupan PT. Catur Muda Samata. Adapun data tersebut

dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2
Cara Memperoleh Rumah
No Cara Memperoleh Rumah Jumlah
1. | Tunavkontan ) 3 orang
2. { Angsuran/KPR . 177 orang
Jumlah 180 orang

Sumber Data: Laporan PT. Catur Muda Samata Tahun 2000/2001

Dan daia tersebut di atas, menunjukkan bahwa cara untuk memperoleh
rumah di peramahan Pinang Permai itu hanya sebanyak 3 omng yang membeli
rumah dengan cara tunavkontan, dan 177 orang yaug membeli nunah dengan
catra angsuran melalui fasilitas Kredit Pemiiikan Rumah (KPR)

Berdaxarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa cara
perolehan rumah di perumahan Pinang Permai scbagian besar dilakukan
dengan cara angsuran dengan fasitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Ini
nienunjukkan bahwa orang yang membeli rumah tersebut sebagtan besar dan
masyarakat ckonomi lemah ke bawah yang terdesak akan ternpat
tinggal/rumah.

Sebenamya jual beli yang dilakukan antar pengembang (PT. Catur

Muda Samata) dengan pengguna tidak melalui pembayaran secara mengangsur
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atau angsuran karena barga rumah tersebut dibayar dengan kredit pemilikan
rumah (KPR) yang diberikan oleh Bank Kesejahteraan. Jadi pembayaran
dengan mengangsur vang dilakukan oleh pembeli melalui Bank Negara
Indonesia adalah pembayaran terhadap Kredit Pemilikan Rumah yang telah
dikeluarkan oleh Bank Kesejahteraan. Dengan demikian, selama pembayaran
angsuran terhadap Kredit Pemilikan Rumah fersebut belum dilunasi, maka
gsertifikat rumah dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah tetap
disimpan atau dipegang sebagai jaminan oleh pihak Bank Kesejahteraan untuk
menjaga dan menjamin agar pihak pembeli tidak mela]mka.n pembayaran
Kredit Pemilikan Rumah vang telah diperolehnya.

Bank Kesejahteraan itu sendin berpusat di Jakarta dan udak
mempunyai cabang di Kabupaten Enrekang, schingga setiap pembayaran
angsuran  Kredit Feoubkan Rumah (KPR) yang dilakulan  oleh
pengguna/pembelt  Perumahan Pinang Permai tersebut dilfakukan melalus
perantara BNI sebaga wujud kerja sama antara keduanya.

Menurut Halim selahu Direktur Pemasaran PT. Catur Muda Samata
{wawancara 12 Pebruan 20011 bahwa:

Apabila belum lewat waktu lima tahun sejalan ditandatanganinya akta

perjanjian jual beli rumah tersebut, maka pihak pembeli tidak

diperkenankan untuk mengalihkan haknya kepada orang lain meskipun
keseluruhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) telah dibayar lunas. {Sama
dengan bagian akhir dari akta jual beli rumah PT. Catur Muda Samata).

Berdasarkan pendapat Halim tersebut di atas, maka tampak jelas

perjanjian jual beli yang dilakukan antara pihak pembeli dengan pihak penjual



benar-benar adalah perjanjian jual beli yang dibatasi oleh suatutenggang w;ktu

tertentu untuk beralihnya hak milik sepenuhnya kepada pihak_pémbelj. ’ ' /f
Lebih jauh lagi Halim selaku Direktur Pemasaran PT. Catur Muda

Samata (wawancara 12 Pebruan 2001) menyatakan bahwa:
Apabila pihak pembeli melanggar ketentuan tersebut di atas yaitu
mengalihkan haknya atas tanah dan rumah PT. Catur Muda Samata
yang dibelinya antara lain dengan menjual, menyewakan kepada orang
lain sebelum lewat waktu atau tenggang waktu lima tahun yang telah
ditentukan dalam akia perjanjian jual beli, maka pihak penjual
(pengembang) dapat memberikan teguran atau peringatan sebanyak tiga
kali kepada pihak pembeli untuk menghentikan atau membatalkan
pengabhan hak vyang dilakukanmya, maka pihak PT. Catur Muda
Samata (pengembang) berhak untuk meminta pengosongan rumah
tersebui karena perjanjian jual-beli yang ditandatanganinya batal demi
hukum.

Memperhatikan keterangan tersebut di atas, terlihat adanya kekurangan
yang cukup mendasar yang dikeluarkan pihak pengembang (P1 Catur Muda
Samata) yang hanya lebth menguntungkan dirinya sendin, padahal ada
kemungkinan tejadi bahwa pihak pembeli kedua (pihak II) tersebut membeli
rumah dengan suatu itikad batk vang semestinya dilindungi kepentingannya.

Jadi di dalam penyusunan ketentuan/akta jual beli nantinya periu
ditambahkan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pembeli kedua
yang beritikad baik, dan akan lebih baik lagi apabila dimuat pula ketentuan
bahwa pembeli kedua yang benitikad baik diberikan priontas pertama uatuk
dipertimbangkan di dalam pengalokasian kembali rumah pada Perumahan

Pinang Permai yang telah dibelinya.
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Setelah kesemua ketentuan-ketentuan tersebut telah dipenuhi oleh
pihak pembeli (baik pembeli secara tunai maupun pembeli secara kredit), maka
mepurut  Halim selaku Direktur Pemasaran PT. Catur Muda Samata
(wawancara 21 Pebruari 2001) mengatakan bahwa, barulah dapat dikeluarkan
sertifikat kepemilikannya. Lebih lanjut Halim menuturkan bahwa, sertifikat
kepemilikan tersebut dapat diperolehnya (pembeli) setelah dibuatkan akta
kepemilikan dari PPAT yang tetah ditunjuk oleh kedua belah pihak, kemudian
selanjuinya didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah get_cmpat. Jadi setelah
semua prosedur-prosedur telah dipenuhi dan telah dilakukan penyerahan
sertifikat/akta, barulah timbul apa yang disebut pengalihan hak.

Hal tersebut sesuai pula dengan komentar Effendi Perangin (1986:14)
yang menyatakan bahwa:

Hak milik atas tanah tenmasuk bangunan yang ada di atasnya yang

tinbul karena jual beli tersebut baru beralih kepada pembelinya jika

telah dilnkukan apa yang disebut "penyerahan vuridis" (juridische
levering). vang wajib diselenggarakan pembuatan akta di muka dan
oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sclaku overscrijving

umbienaur,

Berdasarkan  keterangan-keterangan tersebut di atas, maka setelah
diadakan pendaftaran sebagai bentuk pelaksanaan prosedur terakhir dari
kegiatan pengalihan hak, maka selesailah pelaksanaan pengalihan hak dalam
bentuk jual beli yang telah dilakukan oleh pembeli dengan pengembang
(PT. Catur Muda Samata).

Sementara itu, untuk bentuk pengaliban hak yang lain seperii tukar-

menukar, hibah, warisan, wasiat, sampai saat penulis melakukan penelitian,




belum dapat ditemukan datanya. Hal ini barangkali disebabkan karena usia

perumahan Pinang Permai tersebut masih tergolong muda (baru + 5 % tahun

beroperasi).
Keterangan tersebut di atas, sama depngan hasil pengolahan angket

tethadap 50 orang responden yang penulis pilih. Adapun hasil pengolahan

angket tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3

Apakah pernah terjadi pengalihan hak selain jual-beli
seperti tukar-menukar, hibah, warisan, wasiat, di

lokasi perumahan Pinang Permai
—m
No Jawaban Responden Frekuensi (F) Persentage (%)
1. | Pemah 0 0
2. | Tidak Pemah 50 100
Jumlah 50 100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Angket Tahun 2000

Dari data tersebut di atas, nampak bahwa bentuk pengalihan hak seperti

tukar-menukar, warisan, wasiat, dan hibah terhadap 50 orang responden

adalah: 0 orang responden (0%) yang menyatakan pemah terjadi pengalihan

hak, dan 50 orang responden (100%) yang menyatakan tidak pernah.

Berdasarkan data tersebut, maka perseniase tingkat pengalihan hak

karena tukar-menukar, hibah, warisan, wasiat di perumahan Pinang Permai
belum pernah terjadi, yang ada hanya jual bels.
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Menelash dari beberapa ketentuan pelaksanaan pengalihan hak atas
tanah tersebut di atas antara pengembang dengan pemilik rumah yang mana
dalam diktum perjanjian tersebut dinyatakan bahwa hak milik nanti beralih
setelah diserahkannya surai-surat atan sertifikat rumah tersebut dari Bank
Kesejahteraan dengan perantaraan BNI. Dan selama belum dilunasi Kredit
Pemilikan Rumah (KPR), maka sertifikainya tetap disimpan oleh pihak Bank
Kesejahleraan sampai batas waktu 5 tahun yang telah ditentukan berakhir,
maka pada dasamya hal tersebut menurut hukum perjanjian dapat dibenarkan,
sebab itu adalah salah satu isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama
yang mana kalau dilanggar dianggap telah melakukan wanprestasi atas
perjanjian tersebut. Namun ketika ditelaah dari sudut kepentingan, maka
pelaksanaan pengalihan hak tersebut sungguh memberatkan salah satu pihak
yarii pihak pengguna/pemndih iunab yaug mana perjanjian tersebut dibuat
ser-xdiri oleh pihak developer pengembang tanpa melibatkan pihak pemilik
rumah/pengguna Pihak pengguna/pemiik rumah hanya langsung menyetujui
i1 perjanjian lanpa memahami hakekat dan perjanjian tersebut sebab
kebanyakan yang membeli rumah perumahan Pinang Pemmai adalah berasal
dan golongan menengah ke bawah yang sangat terdesak akan kebutzhan
tempat tinggal/rumah, sehingga pada akhirnya pihak pembeli lambat laun akan
merasa kerepotan untuk membayar/melanjutkan Kredit Pemilikan Rumah

(KPR) yang pada akhimya berakibat pada timbulnya kasus oper alih (dijual
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dengan syarat ganti rugi) dan kasus sewa menyewa antara pihak user (pihak IT)

kepada pihak IlI, dan ini dianggap melanggar menurut peraturan di atas.

Penyelesaian Kasus Pengalihan Hak atas Tanah dan Rumah

Walau telah ada ketentuan dalam perjanjian jual beli yang
ditandatangani antara pihak penjual (pengembang) dengan pihak pembeli
(pengguna)yangmelarangmengalihkanhakataslanahdanbangumnyangada
di atasnya kepada pihak lain (pihak II) sebetum jangka waktu § tahun terakhir,
namun dalam kenyataannya sebagaimana yang ditemukan penulis di Jokasi
peneliian  (di  perumahan Pinang Permai), ternyata masih terdapat
penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah
disepakati bersama. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa walaupun
perimahan Pinang Permai tergolong masih baru, tetapi termyata ditemukan
adanva kasus pengalihan hak/memindahtangankan rumah fersebut tanpa
sepengetahuan dan pengembang. iNamun sebelum penulis menguraikan upaya
penvelesaian dari kasus tersebut, penulis lebih duly menguraikan kasus-kasus

tersebiat. Adapun kasus tersebut akan penulis uraikan berikut ini:

4. Kasus Pengalihan oleh Pengguna
Pengalihan tanah dan rumah perumahan Pinang Permai yang
dilakukan pihak Pengguna (pihak IT) kepada pihak III, biasanya dilakukan
dengan perjanjian di bawah fangan_ Pengalihan tersebut biasanya dilakukan

dengan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalihkan (pihak ID).
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Akibat pengalihan tersebut, tentunya pihak pertama (pengalih) telah
digantikan kedudukannya atay haknya sebagai pembeli rumah perumahan
Pinang Permai. Dengan demikian pihak ketiga berstatus sebagai pembeli
alas rumah tersebut sekaligus juga menjadi pemilik dan pemegang hak
guna bangunan atas ianah di mana rumah tersebut didirikan.

Jika ketentuan tersebut di atas ditelaah (dilarang mengalihkan
sebelum 5 tahun), maka tindakan Pembeli/Pengguna (pihak IT) di atas tidak
dapat dibenarkan. Konsekuensinya, pihak mm&!ﬂ@gtm harus dapat
menerima sanksi berupa pengosongan rumah dan membayar ganti rugi
kepada pihak ketiga karena telah dianggap wanprestasi atas isi perjanjian
tersebut,

Memperhatikan kasus tersebut di atas, maka syarat dalam ketentuan
tersebut terlalu memberatkan peintels. Deugan demikian kajau menunit
ketentuan tersebut sama sekali tidak ada jalan bagi pembeli pertama untuk
menjual rumah tersebut kepada pihak ketiga walau dengan alasan apapun.
Masalah lain bagaimana kalau misalnya pembeli tiba-tiba harus pindah
tempat tinggal karena alasan pindah tugas ke daerah lain atau karena tidak
mampu lagi membayar angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Salah secrang pembeli rumah perumahan Pinang Permai yang telah
mengalihkan atau mengoperalihkan kembali rumahnya kepada pihak lain

{pihak ketiga) (hasil wawancara Supardin bekas penghuni perumahan

Pinang Permai, tanggal 13 Pebruari 2001) mengatakan bahwa:
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Saya mengalihkan atau menjual kembali rumah perumahan Pinang
Permai yang saya beli disebabkan karena tidak mamp agi
membayar angsuran KPRnya setiap bulan. Hal ini dieebabkdhy, -
karena saya sudah berhenti atay pensiun dari PNS sehingga saya *
tidak punya penghasilan tetap tiap bulan, _ :
Dengan melihat kasus tersebui dj atas, maka perlu kiranya dalam
perjanjian standar tersebut ditambahkan suatu ketentuan yang mengatakan
bahwa boleh saja hak penghunian itu dipindahtangankan kepada orang lain
(pihak ketiga) tetapi hendaknya melalui atay dikonsuliasikan dengan
pengelola perumahan Pinang Permai setempat. Hal tersebut dimaksudkan

agar pihak pengguna/pemilik rumah tidak terlalu dirugikan.

- Kasus Sewa Menyewa

Mengenai kasus pengalihan tanah dan rumah secara sewa menyewa
di perumahan Pinang Permai juga telah penulis temukan, Prakiek sewa-
menyewa tersebut pada dasamya hampir sama dengan praktek pengalihan
rumah tersebut, hanya saja dalam sewa menyewa dibuatkan perjanjian di
buwah tangan yang ;nmgatakan bahwa setelah batas waktu sewa menyewa
(biasanya 1 tahun) berakhir, maka rumah tersebut harus diserahkan kembalj
pada pihak pemberi sewa.

SalahseomngpenyewnmmahpenmahanPinmngmaiyrmg
penulis temui adalah Rifai Rusdy (wawancara 13 Pebruari 2000)
mengatakan bahwa:

Saya menyewa nmah pada Perumahan Pinang Permai ini karena

saya butuh tempat tinggal. Namun sebelum saya menyewa rumah
ini, saya telah diberitahukan oleh pibak pemberi sewa (Suardi
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Baco) agar jangan sampai diketahui oleh pihak pengembang

Pinang Permaj.
Dengan menelash keterangan tersebut di atas, tampak bahwa terjadi
kasus sewa menyewa atas rumah perumahan Pinang Permai adalah
utamanya disebabkan oleh adanya orang-orang ftertentu yang sangat
membutubkan rumah tempat tinggal, sementara pembeli rumah perumahan
- Pinang Permai tidak menempati rumah yang dibelya Diengan dexnikian
« ¢ derene sapsasoEve: pengewmene “Mﬁm
perumahan Pinang Permaj tersebut, maka senng kali ditemukan praktek-
praktek sewa menyewa yang sebenamya dilarang menurut ketentuan yang
telah disepakati antara pihak pembeli rumah dengan pihak pengembang.
Menganalisis kasus sewa menyewa tersebut di atas, yang
mengungkap bahwa keberadaan sewa menvewa dipandang sebagai suaty
kasus di dalam perumahan Pinang Permai secara hukum dapat dibenarkan
sebab sebehun terjadi kesepakatar:, kedua belah pthak terikat oleh suatu
Penaniian, yang mana di dalam isi perianjian tersehut dinvatakan bahw
Tumal; ; torscbwl ceimvang dialibkan  sebeiun; sanpka -waktw perjanjian
berakhir dam manskaba dilskukan toaka dianggapwan;nm.sitﬂhadapisi
pegjanjian tersebut. Begitu pula dalam teor; hukum dikatak:_m bahwa sewa

- menyewa milik pnibadi dan bmda/barmg yang belum jelas statns
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maka sewa-menyewa sebenarnya tidak bisa dikatakan suatu kasus vang dilarang
didalam kontrak jual beli perumahan, sebab perbuatan tersebut Justru dapat
membantu pihak pembeli untuk membayar biaya KPR setiap bulannya.

Selanjutnya penulis akan menguraikan cara penyelesaian masalah terhadap kedua
kasus tersebut diatas (kasus pengalihan dan kasus sewa menyewa perumahan Pinang
Permai). Adapun penvelesaian kasus tersebut menurut Halim selaku Direktur
Pemasaran PT. Catur Muda Samata.(wawancara 23 Mei 2001) menyatakan bahwa:

Cara penyelesaian terhadap kasus pengalihan dan sewa menyewa di perumahan

Pinang Permai  vaitu mula-mula ditempuh secara damai’ kekeluargaan lewat

Kantor Urusan Perumahan (KUP), namun kalau gagal, maka sclanjutnya

ditempuh secara administrasi dengan memberikan peringatan-peringatan atau

leguran-teguran  scbanyak tiga kali kepada pihak pengguna/ pembelii apgar
menghentikan‘membatalkan perbuatannya namun apabila hal tersebut tidak
diindahkan, maka pihak pengembang berhak mengajukan/menyelesaikan kasus
tersebut didepan pengadilan (dimuka hakim), namun apabila hal tersebut belum

Juga diindahkan, maka pthak pengembang berhak memerintahkan  pihak

berwenang untuk meminta pihak pengguna/ pembeli untuk mengosonehan rumah

tersebut

Menelah keterangan tersebat diatas, maka menurut hemat penulis sudah sesuai
dengan prosedur hukum Hal ing dapat dijelaskan sebab dalam penvelesaian terhadap
hasus pengabihan oleh pihak pengguna, pihak  pengembang akan menempuh
pemelesaian secara bertahap vakni dar 1ahap penyelesain terendah ketahap tertingy.
Namun  khusus  kepada pengosongan  rumah  tersebut  sebagai wujud dari
pengambilalthan kemball rumah perumahan Pinang Permai olch penuembang juga
sudah tepat dimana sebelum pengguna/pembeli membeli rumah tersebut, mereka

telah diikat oleh suatu perjanjian, yang dimana apabila melanggar perjanjian tersebut

menurut  kacamata  hukum perjanjian  dianggap telah melakukan tindakan
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wanprestasai/ ingkar janji atas perjanjian yang dibuatnya, sehingga konsekuensinya
perjanjian dinyatakan batal. .

Namun yang penulis temui ditapangan, menurut salah seorang penghuni
perumahan Pinang Permai Ibrahim, ( wawancara 23 mei 2001 ) menyatakan bahwa :

Penyelesaian terhadap kasus pengalihan dan sewa menyewa diperumahan

Pinang Permai sampai saat ini masih dalam tahap  penyelesaian secara

damai/kekeluargaan Khusus mengenai pengosongan rumah sebagai akibat

pengalihan atas tanah perumahan Pinang Permai belum pernah terjadi

sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal ¢ perjanjian jual- beli .

Dari keterangan tersebut diatas, tampak bahwa pihak pcngémbang Kurang ketat
melakukan pengawasan kepada pihak pengguna/pembeli vang mengeahthkan haknya
atas tanah pcerumahan Pinang Permai. Hal inj membawa akibat semakin
bertambahnya pengguna/pembeli yang berani untuk mengalihkan haknya atas tanah
perumahan Proang Permai,

Deiigait demihian harena tidak adanya pencrapan sanhsi sceara keseluruhan
vang telab diatur dalam perjanjian jual beli. maka pihak pengguna. pembeli berani
untuh mengalibhan haknva atas tanah petumahan Pinang Permar vang sehenarnyva

ddatany menuru peranpan tual beli vang mereka telah sepakati
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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1.

t

Pelaksanaan pengalihan hak atas tanah antara pengembang dengan pengguna
pada perumahan Pinang Permai di Kabupaten Enrekang yang hanya
dilakukan dalammbentuk jula beii dengan menerapkan. sistem Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) dapat dikategorikan sudah sesuai dengan prosedur
hukum. Namun demikian masih masih perlu adanya mmﬁcnahanfpcromhakan
dari isi perjanjian jual beli tersebut agar tdak terlalu memberathan salah
satu pihak yakni pihak pemilik rumah.

Penyelesaian kasus pengalihan hak atas tanah perumahan antar pengembang
dengan pengguna pada perumahan Ptnang Permai di Kabupaten Enrehang
dutdlil Kenyataanya belum mcncrapkan sanhs secara heseluruhan vang diatur

dalam perjanjian jual bel;.

8.2 Naran

[nlimbav kepada para deveiopcr.-"pcngcmhung perumahan  agar di dalam
pembuatan perjanjian jual bel; denpan sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR}
agar  dirancang  secara bersama-sama (pengembang  dengan
penggunajschingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Untuk menghindari timbulnya penyimpangan-penyimpangan dari perjanjian

tersebut, maka perlu kiranya dalam perjanjian tersebut ditambahkan suatu
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ketentuan yang mengatakan bahwa boleh saja hak hunian itu dipindahkan

tangan kepada orang lain yang bertikad baik (pihak ketiga).
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Dengan ini dismpaikan baliwa yang tersebut dibawah inj

Nama ‘ o | © SAALT A ’
ie::pppntfl anggal lahir ©Aneckang, 28 Tobruapd 1978
Jenii kelauin ! Pexcnpuan
Inst{msifpckerjmm : Loy Falie Twloum Unive "45" tks.
Alamat : J1eSulznaiu Riyya 10426 Halcassar,
Bermakyud ukan mengadakun :© Ponat s 4 di Daerah dalam rangk. ;
Solama .0 (tlua:lhu],au'i Uate2Y Nopenber 2000 .'.‘-/d 2% Jan,2001
Pengilat/ Anggota Teum ©Tidal ada,

Puds perincipaya kusi dapat ienyetiid kevintan tersebut diatag dengan Ketentuan :

L Sebelun dun svBtidatngys  melakesnakan kegiatan  harus mblaporkan dirg kepada
peruenintah / lnstansi selenipat. '

2. Tidak': 2 0 v idari masalah yang telah diizikan, sematu-mata unti kepentingan
ithniah,

3. Mentagti seriuu Perundang-Undangan yang berlaly dan mengindahkan adat istiadat
selempa. '

4. Menyerahkun 1 ( satu ) berkus kopy lrsil Slripsit kepada Bupati Enrekang
Up.Kepala Kantor Sospol.
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR ; 008/ \0%/53-21/2001

Surat dengan surat Kantor Sosial Politik Kabupaten Enrekang Nomor
225/32/X1/2000 tanggal, 7 Desember 2000,

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : SAIMAALIAH

Tempat/ Tgl. Lahir - Enrckang, 28 Pebruari 1978

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa Fak. ITukum Univ. “45” Makassar
Alamat : Hn. Sukamaju No. 26 Makssar

Benar telah mengadakan penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lnrekang selama
2 { Dua ) bulan terhitung mulai tanggal 29 Nopember 2000 s/d 29 Januar 2001.

Demikian Surat Keterangan penelitian inj dan dipergumakan sebagaimana

mestiny

s
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PERIANIIAN JUAI BELI RUMAH DAN TANAH
NOMOR : 37

Pada hari inj Kamis Tanggal 05 Mei 1996 . kami
vang bertanda tangan di bawal inj -

I. HAJI RIDWAN IBRAHIM SE. di Jalan Urip Sumoharjo No.237 3
Ujung, Pandang selanjutnya dalam
hal ini bertindak untuk dan alas
nama Pr. CATUR MUDA
SAMATA selaku  Kuasa dari
Perusahaan terscbut yang,
berkedudukan di Enrekang

discbut PIHAK PERTAMA.

I. ROHANA ﬁcrtcmpat tingeal di Yogn Karrang
Kabipaten Bnvelcang
KTP:

Selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama diri sendirl,

Bahwa PIHAK PERTAMA selaku penjual dan PIHAK KEDUA selaku
pembell dengan ini mengadakan perjanjian jual beli Rumaly dan Tanah
Milik PIHAK PERTAMA.

Type Rumah : 56 rno

Luas Tanah : 143 me.

No. Kavling * Blok M, lo,11

Kelurahan/Desa ! Lagran

Kecamatan ! Ehrekang -

Harga Perunit P 7. 160,000, - (Tujuh Juta - ratus-

Lnam Puluh Ribu Rupish)
Bahwa PIHAK PERTAMA tclah menerima dari PIHAK KEDUA
scbelum Akta ini ditandatangani sejumlah vang untuk pembayaran :

a) uang muka adalah sebesar selisih antara harga jual rumah beserta
tanah dengan kredit yang disetujuiy ~-oooeeee T T

b) dalam harga jual rumah dan tanah  sudah termasuk biaya
permohonan dan penyelesaian Hak Guna Bangunan (HGB) dan Izin
Membangun AMB). oo DT AR TR




Bahwa perjanjian ini dilakukar dan diterima oleh para pihak dengan
syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian scbagai berikut ¢ -eeeeeoo_

Terhitung muiaj tanggal hari ini, apa yang dijual dan diberikan jzin
penggunaannya dengan akta in; dan diperiksa scrta diterima  baik
pindah kepada pembeli menurut keadaan pada hari ifu dan karenanya
pembeli tidak dapat mengajukan tuntutan apapun kepada penjual
tentang cacat-cacat baijk Yang, terlihat maupun yang tidak terlihat. -—----

Apa vang dijual dan diberikan izin Penggunaannya dengan akia in;
terhitung, muiaj tangpal bhari ini telah menjadi kepunyaan dan hak
pembeli dan terhitung mulai tangpgal hari ini juga sepala keuntungan
dan kerugian serta resiko pembeli, T T T e e e

penjual menjamin kepada pembeli bahwa pembeli tidak akan mendapat
tuntutan dari pihak [ain Yang menyatakan mempunyai hak terlebih
dahulu atau tyrut mempunyai hak terlebih dahuly atau turut mempunyai
hak apa yang dijual dan diberikan izin peneeunaannya deangan akta ini,
dengan membebaskan pembeli dag scgala (unfutan darg pihak lain
mengenai hal terscbuf, ~~oocooe T T e

_____________ e I)asaf 4- iy - TR e ASETE ] e

Izin: mendirikan bangunan rumah dag sertilikat fanah Iak Guna
Bangunan untuk kepentingan/alas nama pembeli, penycelesaikannya
diurus dan oleh penjual untuk kemudjan diserahkan kepada pembel|
atau kuasanya mejatuj Bank Kescjahferaan, —--wowooooeee o

pCnua pajak dan beban lain yang, ada hubungaunya dengan apa yang
Hijual dan diberikan izin penggunaannya dengan akta inj yang terhitung
Hntuk masa sebelum tanggal hari ini maupun untuk waktu sejak hari inj
lan sclanjutnya menjadi tangpung sawab dan dibayar oleh pembeli. ----

T T e L })asai O e

- Perpanjangan jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan yang
tclah berakhir wajib dilakukan oich pembeli atay yang mendapatkan




3.

haknya secara tertulis melaluj penjual yang menguruskannya atas
biaya pembeli atau yang meminia perpanjangan hak tersebut. --—-———-

Bila mana jangka waktu Hak Guna Bangunan telah berakhir dan
cleh pembeli atau yang mendapatkan haknya tidak dimohonkan
perpanjangan maka Hak Guna Bangunan tersebut hapus dan tanah
yang bersangkutan kembali dalam kekuasaan penjual  scbagai
pemegang hak pengolaan, ——-—---eommme o

Pembeli atau yang mendapat haknya wajib menempati rumah dan tanah
yang dibelinya untuk tempat tinggal diri sendiri beserta keluarganya
serta  mentaali  peraturan-peratrran yanp,  berlaku mengenal
PCRREUNAANNY A - oo v m e e

e Pagal 8, e -

. Pembeli atau yang mendapatkan haknya dilarang meningkatkan

slatus hak tanah yang bersangkutan menjadi hak milik atas nama
pembeli atau  yang mendapatkan haknya yang, bila terjad:
pelanpggaran atas ketentuan ini, maka hak yang baru itu tidak
berlaku dan tanah yang, bersangkutan kembali scpenuhnya dalam
kekuasaan penjual sebagai pemegang hak pengelolaan. ------------——

FIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan rumah dan tanah
tersebut kepada PIHAK KETIGA dengan alasan atau cara apapun
juga scbelum masa waktu 5 tahun meskipun atas kredit Bank
tersebut telah dibayar lunas oleh pembeli. --—---aceomeee .

Apabila sebelum masa 5 (lima) tahun terhitung  sejak penanda
tanganan akta atas kredit Bank tersebut sudah dibayar lunas, maka
semua surat-surat yang mecnyangkut rumah dan tanah akan
discrahkan oleh Bank Kesejahteraan kepada PT. Catur Muda
Samata kepada pembeli, —--mmomvomomee

. Apabila pembels atau yang menerima haknya melanggar ketentuan-

ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 dan 8 terurai di atas
dan sciclah mendapat peringatan dari penjual sebanyak 3 (tiga) kali
untuk dan tidak menghentikan pelanggarannya maka perjanjian ini
batal demi hukum dan pembeii atau yang, mencrima haknya wajib
mengosongkan rumah dan tanah tersebut selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sctelah diberikan Surat Perintah Pengosongan dan
apabila yang bersangkutan tidak mentaati perintah tersebut maka
penjual berhak meminta bantuan kepada yang berwajib untuk
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3.

memaksa pembeli untuk mengosongkan rumah tanpa syarat dan
ganti rugi apapun dan pembeli tidak berhak meminta bantuan
kepada instansi manapun untuk menghindari pengosongan rumah
tersebut, —cooco e

+ Dengan batalnya perjanjian ini pembeli atau yang menerima haknya

tidak berhak meminta kembali vang, muka dan seluruh uang
angsuran/uang pembayaran hutangnya yang, tclah dibayar/dilakukan
kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit tersebut di atas. -—--------
Sedangkan sisa hutang pembeli kepada Bank berdasarkan
perjanjian kredit tersebut di atas bila mana itu masih ada wajib
dilunasi seturuhnya lcbih dahulu oleh penjual .

- Setelah pengosongan rumah sebagai akibat dibatatkannya perjaniian

i penjual berhak untuk menjual rumah tersebut kepada pihak lain
dengan harga pada saat itu. —~---w-weoemeoooceee T

. Dan apabila pengalokasian kembali terscbut ternyata ada sisa lebih,

maka sisa lebih tersebut setelals dikurangi dengan biaya-biaya yang
diperlukan akan diserahkan kepada pembeli setelah pihak Bank
mentransfer reaisasi kreditnya kepada penjual. -----momee

. Bahwa apabila PIHAK KEDUA di kemudian bhari membatalkan

perjanjian Jual Beli Rumah dan Tanah atau mengundurkan diri atas
Jual Beti Rumah dan Tanah yvang tersebut dalam perjanjian ini maka
PIHAK PERTAMA tidak akan mengembalikan uang yang telah
disetor atau dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA, dan vang, tersebut menjadi milik PIHAK PERTAMA,
dan untuk itu PIHAK PERTAMA, tidak akan mendapat tuntutan
ganti rugi dart PIHAK KEDUA. -oe-—omoome

. Baltwa apabila di kemudian hari ternyata PIHAK KEDUA atau ahl;

warisnya tidak sanggup melunasi atau melanjutkan Jual Beli Rumah
dan Tanah sehingga rumah tersebut ditarik kembali oleh
PIHAKPERTAMA, maka scgala biaya-biaya perbaikan rumah atau
biaya perubahan konstruksi rumah dan biaya-biaya lain yang timbul
dari perjanjian jual beli rumah ini adalah menjadi beban dan
tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA dan untuk itu PIHAK
PERTAMA tidak bertanggung jawab dan tidak akan mendapat
tuntutan ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh
PIHAK KEDUA tersebut, «~--wvoemmome




s e Pasal L. e e e e e

Apabila PIHAK KEDUA meninggeal dunia sebelum berakhirnya masa
angsuran kredit, maka kewajiban untuk membayar sisa jual beli dapat
diganfikan oleh scorang, ahli warisnyd. =« --o-cocoocoeeio .

........................................ })asg_l 12- e e e e e e e
1. Untuk segala akibat hukum vang timbu!l dar perjanjian im PIHAK

PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih  domisili pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrckang. —-----cmmmros

b

Perjanjian jual Leli ini dibuat dan tanda fangan:t oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 2 (dua)
masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum
vang sama dan kepada PIHAK KEDUA diberikan 1 {satu) rangkap
scdangkan aslinya disimpan PIHAK PERTAMA dan akan didaftar
pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camal) bilamana dianggap
PerlUy o2

PIHAK KEDUA
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